
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1888, 2016 KEMEN-KP. Penyelenggaraan Kehumasan. 
Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44/PERMEN-KP/2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUMASAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan 

penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2010 

tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan 

Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3887); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 8); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden 

Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa 

Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor  

373/M.KOMINFO/8/2007 tentang Revitalisasi Fungsi 

Hubungan Masyarakat dan pada Instansi Pemerintah, 

Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah; 

  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman 

Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102); 
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  12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas 

Pemerintahan;   

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG    

PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kehumasan adalah segala kegiatan komunikasi dan 

publikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi 

berbagai kebijakan dan program sehingga dapat terwujud 

citra positif Kementerian. 

2. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi secara 

timbal balik sebagai wujud hubungan antara Kementerian 

dengan masyarakat baik langsung maupun melalui media. 

3. Informasi adalah pesan yang disampaikan kepada pihak 

lain baik internal maupun eksternal untuk menambah 

pengetahuan, pengertian, dan/atau mengurangi 

ketidakpastian di sektor kelautan dan perikanan. 

4. Konferensi Pers adalah pertemuan resmi dengan wartawan 

guna mempublikasikan kebijakan atau permasalahan 

tertentu sebagai pernyataan resmi pemerintah yang dapat 

dilengkapi dengan keterangan tertulis. 

5. Siaran Pers adalah informasi resmi dalam bentuk berita 

tertulis yang ditujukan kepada Media Massa atas beragam 

kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan ataupun 

pencapaian pembangunan di bidang kelautan dan 

perikanan yang bersifat terkini di lingkungan Kementerian 
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dengan maksud agar dipublikasikan. 

6. Keterangan Pers adalah informasi resmi secara lisan yang 

ditujukan kepada Media Massa atas beragam 

kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan ataupun 

pencapaian pembangunan di bidang kelautan dan 

perikanan yang bersifat terkini di lingkungan Kementerian 

dengan maksud agar dipublikasikan. 

7. Wawancara Pers adalah tanya jawab antara wartawan dan 

menteri atau pimpinan unit kerja eselon I yang ditunjuk 

secara resmi sebagai wakil kementerian.  

8. Liputan adalah kegiatan pemantauan, penggalian, dan 

penyebarluasan informasi atas kegiatan, acara, dan obyek 

tertentu berkaitan dengan Kementerian. 

9. Orientasi Wartawan adalah acara yang disusun secara 

khusus bagi wartawan, berisi kegiatan peninjauan dan 

pemberian materi untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan yang mendasari pemahaman dan persepsi 

wartawan mengenai kebijakan/program/kegiatan 

Kementerian. 

10. Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting) 

adalah pertemuan khusus antara Menteri dengan pemimpin 

redaksi Media Massa. 

11. Advertorial adalah suatu ragam iklan yang berbentuk artikel 

bergaya redaksional, berisi promosi berbagai kebijakan/ 

program/kegiatan Kementerian. 

12. Iklan adalah bentuk publikasi terkontrol yang dilakukan 

Kementerian melalui Media Massa untuk mempromosikan 

berbagai kebijakan/program/kegiatan. 

13. Dialog Televisi dan Radio adalah penyampaian penjelasan 

kepada masyarakat terkait dengan kebijakan/program/ 

kegiatan Kementerian melalui televisi dan radio. 

14. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi. 

15. Media Internal adalah Publikasi secara khusus dibuat oleh 

Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, 

dan Unit Kehumasan Unit Pelaksana Teknis. 

16. Pameran adalah kegiatan memamerkan, menunjukkan, dan 

mensosialisasikan visi, misi, kebijakan/program/kegiatan 
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Kementerian serta hasil pembangunan sektor kelautan dan 

perikanan secara terencana dan terorganisasi dalam suatu 

acara dan periode tertentu. 

17. Orientasi Humas adalah kegiatan pembekalan pengetahuan, 

pemahaman wawasan tentang bidang kehumasan. 

18. Monitoring dan Analisis Pemberitaan adalah pemantauan 

dan analisis berita dari Media Massa dalam periode waktu 

tertentu. 

19. Kliping adalah kumpulan pemberitaan Media Massa dalam 

periode waktu tertentu. 

20. Komunikasi Kelembagaan adalah komunikasi antara 

Kementerian dengan pemangku kepentingan seperti 

masyarakat kelautan dan perikanan, lembaga negara, 

lembaga pemerintah dan nonpemerintah maupun pihak lain 

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian. 

21. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, 

penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan 

suara yang dapat digunakan sebagai bahan informasi 

publik.  

22. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai 

saluran komunikasi untuk menyebarluaskan berita atau 

informasi atau pesan. 

23. Majalah adalah media cetak yang diterbitkan secara berkala 

dengan Publikasi laporan yang lebih mendalam atas isi 

tulisan dibandingkan koran. 

24. Buletin adalah media cetak sejenis surat kabar nonharian 

dengan format lebih kecil, memiliki gaya tulisan lebih 

ringan, dan fokus pada tema tertentu. 

25. Jurnal Ilmiah/Terbitan Berkala Ilmiah adalah publikasi 

yang diterbitkan secara berkala, berisi kumpulan tulisan 

dari hasil penelitian terbaru di bidang kelautan dan 

perikanan yang telah ditelaah oleh para pakar, dengan 

tujuan untuk menyebarkan perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan. 

26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan di bidang kelautan dan perikanan. 
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